
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA Srog

الرحیم    الرحمن لله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sorong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara  Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT,  umur  20  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan

Karyawan Toko XXX, tempat tinggal di  Jalan XXX Kelurahan

Majaran,  Distrik  Salawati,  Kabupaten  Sorong,  sebagai

“Penggugat”;

melawan

TERGUGAT,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1  Kesehatan,

pekerjaan  Mantri  Rumah Sakit  Selebesolo,  tempat  tinggal  di

Jalan  XXX,  Kelurahan Klasaman,  Distrik  Sorong Timur,  Kota

Sorong, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal 20  Februari  2017

telah mengajukan   gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA Srog, tanggal

20 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah, menikah  pada

tanggal 30  September  2016 yang  tercatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama Distrik  Sorong  Timur,  Kota  Sorong,  sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/001/X/2016 tanggal 30 September

2016;
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2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  mengambil  tempat

kediaman di rumah kost yang beralamat di jalan XXX, Kelurahan Klawuyuk,

Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sampai Penggugat dan Tergugat pisah

rumah;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri  namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa setelah  menikah (bulan  Oktober  tahun 2016) ketentraman rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

perselisihan dan  pertengkaran antara   Penggugat  dengan   Tergugat

disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

b. Tergugat menipu Penggugat dan keluarga Penggugat, bahwa sebelum

menikah  dengan  Penggugat,  Tergugat  mengaku jejaka,  akan  tetapi

setelah menikah ketahuan bahwa status Tergugat adalah Duda; 

5. Bahwa  puncak  keretakan  rumah  tangga Penggugat  dengan  Tergugat

tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2016, disebabkan Tergugat tidak

mengurusi  dan  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  yang  berakibat

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan

tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah

sudah sulit  dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak

tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka  perceraian

merupakan  pilihan  terakhir  bagi   Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahan  Penggugat dengan  Tergugat;

8. Bahwa   Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan-alasan  di atas, Penggugat  mohon  kepada

Pengadilan  Agama  Sorong  Cq.  Majelis  Hakim  yang  manangani  perkara  ini
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berkenan  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  Talak  Satu  Bain  Shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

SUBSIDER :

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Mediasi, setiap perkara perdata wajib di  Mediasi,  oleh karena Tergugat tidak

pernah  datang  di  muka  sidang,  maka  Majelis  Hakim menganggap  bahwa

perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa  meskipun  mediasi  tidak  dilaksanakan,  Majelis  Hakim  tetap

berusaha  mendamaikan  dengan  memberikan  saran  dan  nasehat  kepada

Penggugat  agar  rukun  kembali  dalam  rumah  tangganya,  akan  tetapi  tidak

berhasil.

Bahwa  karena  perdamaian  tidak  berhasil,  maka  Ketua  Majelis

membacakan  gugatan Penggugat yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat  tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh  Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar

tanggapan/jawabannya  dengan  mengingat  ia  tidak  pernah  hadir  di  muka

sidang;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A.  Surat : 

Fotokopi  Buku Kutipan  Akta  Nikah  yang dikeluarkan oleh  Kepala  Kantor

Urusan  Agama  Distrik  Distrik  Sorong  Timur,  Kota  Sorong  Nomor

XXX/001/X/2016  tanggal  30  September  2016,  telah  di  nazegelen  dan

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P)

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan

Majaran,  Distrik  Salawati,  Kabupaten  Sorong,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

-  Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan

selaku Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan  yang  sah  tanggal  30  September  2016 dan  selama

pernikahan  antara  Penggugat   dengan  Tergugat  belum  dikaruniai

anak;

-Bahwa  awal pernikahan rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

harmonis, namun  sekarang ketentraman  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat  mulai  tidak harmonis dengan adanya perselisihan

dan  pertengkaran antara  Penggugat  dengan  Tergugat  disebabkan

karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta

Tergugat  menipu  Penggugat,  bahwa  sebelum  menikah  Tergugat,

Tergugat  mengaku  berstatus  jejaka,  akan  tetapi  setelah  menikah

ketahuan bahwa Tergugat berstatus Duda;

-Bahwa  sejak  25  Desember  2016  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Penggugat dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan nafkah dari

Tergugat kepada Penggugat;
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- Bahwa  saksi  telah  cukup  menasihati  Penggugat  agar  tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha

tersebut  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap  bersikeras  ingin  bercerai

dengan Tergugat; 

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur  42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan

Majaran,  Distrik  Salawati,  Kabupaten  Sorong,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

-  Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan

selaku ayah kandung Penggugat;

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan  yang  sah  tanggal  30  September  2016 dan  selama

pernikahan  antara  Penggugat   dengan  Tergugat  belum  dikaruniai

anak;

-Bahwa  awal pernikahan rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

harmonis, namun  sekarang ketentraman rumah tangga  Penggugat

dengan Tergugat  mulai  tidak harmonis dengan adanya perselisihan

dan  pertengkaran antara  Penggugat  dengan  Tergugat  disebabkan

karena  Tergugat  menipu  Penggugat,  bahwa  sebelum  menikah

Tergugat,  Tergugat  mengaku  berstatus  jejaka,  akan  tetapi  setelah

menikah  ketahuan  bahwa Tergugat  berstatus  Duda,  serta  Tergugat

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa  sejak  25  Desember  2016  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Penggugat dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan nafkah dari

Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa  saksi  telah  cukup  menasihati  Penggugat  agar  tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha

tersebut  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap  bersikeras  ingin  bercerai

dengan Tergugat; 
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Bahwa  Penggugat  dipersidangan  telah  menyatakan  tidak  akan

mengajukan  lagi  sesuatu  tanggapan  apapun  dan  telah  menyampaikan

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada

pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan. 

Bahwa singkatnya uraian putusan ini,  maka semua hal  yang termuat

dalam berita acara sidang ini  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil

secara  resmi  dan  patut  untuk  hadir  menghadap  di  muka  sidang,  terhadap

panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri,  sedangkan Tergugat  tidak

datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut.  Dengan  demikian  telah  memenuhi  maksud  Pasal  26  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian

melalui  Mediasi  sebagaimana yang dikehendaki  ketentuan PERMA Nomor 1

Tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap di muka

sidang. Namun Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan

Penggugat  agar  bersabar  dan  kembali  rukun  lagi,  tetapi  tidak  berhasil.

Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik

Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor  50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal

154 ayat (1) RBG serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

 Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
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b. Tergugat  menipu  Penggugat  dan  keluarga  Penggugat,  bahwa  sebelum

menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku jejaka, akan tetapi setelah

menikah ketahuan bahwa status Tergugat adalah Duda; 

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum  Islam,  oleh  karenanya  akan  dipertimbangkan  untuk  diperiksa  lebih

lanjut;

Menimbang  bahwa  Penggugat  untuk  menguatkan  dalil  gugatannnya

telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah

memberikan  keterangannya  dibawah  sumpah.  Dan  terhadap  bukti  tersebut

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  lagi  pula

dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang

dipersengketakan di Pengadilan; 

Menimbang bahwa alat bukti (P) tersebut, telah memenuhi syarat formil

dan  materiel  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan

Pasal 285 Rbg; 

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti (P) tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materiel sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut

memenuhi  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat.  Dengan

demikian  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat

adalah  suami-isteri  yang  sah,  dan  kedua  belah  pihak  adalah  pihak  yang

berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat  telah mengajukan 2 (dua)  orang saksi

masing-masing bernama: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT.

Saksi  tersebut  bukanlah  pihak  yang  dilarang  berdasarkan  hukum  dan

keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri,

dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan
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Tergugat,  lagi  pula  saling  bersesuaian  dan  saling  mendukung  antara  satu

dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel

sebagai  alat  bukti  yang  sah,  maka  Majelis  Hakim  patut  untuk

mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308

ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pengakuan  Penggugat,  ditambah

dengan alat  bukti  P yang diperkuat  dengan keterangan 2 (dua) orang saksi

Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1.  Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak; 

2.  Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat

disebabkan karena Tergugat menipu Penggugat, bahwa sebelum menikah

Tergugat, Tergugat mengaku berstatus jejaka, akan tetapi setelah menikah

ketahuan bahwa Tergugat berstatus Duda, serta Tergugat tidak memberikan

nafkah kepada Penggugat;

3.  Keduanya 25 Desember 2016 telah berpisah tempat tinggal;

4. Keluarga  Penggugat  telah  berusaha  menasihati  dan  mendamaikan

keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang  bahwa  pecahnya  perkawinan  tersebut  dapat  dilihat  dari

keadaan  Penggugat  dan  Tergugat  yang  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  akibatnya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

tempat  tinggal  bersama  sampai  saat  ini  dan  ditunjukkan  Penggugat  dalam

sidang  ketidakmauannya  lagi  hidup  bersama  dengan  Tergugat,  hal  mana

mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat

telah  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  tentang  adanya  perselisihan  dan
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pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga

Penggugat  telah  cukup  bukti  adanya  alasan  perceraian,  menurut  ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an  Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم ل
حق له

Artinya :

"Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah

haknya".

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di  muka sidang

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan

suatu  halangan  yang  sah,  dan  lagi  pula  gugatan  penggugat  dinilai  cukup

beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,  oleh  karenanya  Tergugat  harus

dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan  Verstek  atau

tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  perkawinan  untuk  mencapai

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan

Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam (KHI)  jo Pasal  1 Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur’an, surat Ar-rum ayat (21) sebagai

berikut:
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Artinya:  ”Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih  dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.”

ternyata  telah  tidak  terwujud  lagi  dalam  kehidupan  rumah  tangga  antara

Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta

bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

keutuhan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi,  sehingga  yang  dipandang  adil  untuk  menyelesaikan

kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  dan  alasan-alasan  perceraian  telah  terpenuhi  sebagaimana  petunjuk

pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1),

dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  maka  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua)

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba’in;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  talak  yang  akan  dijatuhkan  oleh

Pengadilan  adalah  talak  yang  pertama,  maka  dengan  demikian  talak  yang

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba’in

shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang  bahwa  demi  untuk  tertib  administrasi  perceraian

sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

dengan Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Peradilan  Agama,  maka  Majelis  Hakim  memerintahkan  kepada  Panitera

Pengadilan  Agama  Sorong untuk  mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  Pencatat  Nikah yang wilayahnya

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat
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Nikah  di  tempat  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan  untuk

dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

menghadap Sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Sorong  untuk  mengirimkan

salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong

dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Distrik  Salawati,

Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan

pada hari  Kamis, tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal  30

Rajab  1438 Hijriyah,  oleh  kami Khairil,  S.Ag. sebagai  Ketua Majelis,  Anwar

Harianto, S.Ag. dan Hamdani, S.E.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Nuryanto, S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh   Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;  
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Hakim Anggota, Ketua  Majelis

 

 Anwar Harianto, S.Ag.  Khairil, S.Ag.
 

Hakim Anggota, 

 Hamdani, S.E.I Panitera Pengganti

Nuryanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran       : Rp.   30.000,-

2. Biaya proses               : Rp.   50.000,-

3. Biaya panggilan          : Rp.  500.000,-

4. Biaya redaksi              : Rp.      5.000,-

5. Materai                        : Rp.             6.000,-    

 Jumlah                             Rp.   591.000,-

Terbilang :  lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah
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